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PELANGGARAN PEREDARAN DAN PEN%?EXVAAN

TENTANG

MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN@‘»&%I—IA ESA

BUPATI BANQ@@

Menimbang : a. bahwa minu eralkohol pada hakekatnya dapat
membahaya sehatan jasmani dan rohani, mengganggu
keamanaéu ketertiban masyarakat serta mengancam
kehidl‘l% asa depan generasi bangsa;

unjang ketentraman dan ketertiban umum, perlu
Q) ilakukan pengendalian peredaran dan penggunaan
@ minuman beralkohol, yang ditetapkan dengan Peraturan

b. bg berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta

Daerah.

Menginga Q 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa

Q‘Z" Barat (Berita Negara Tahun 1950);
%\z» 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1962 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lemabaran Negara
Nomor 3209);

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG 2



10.

%Cs
X
%ﬁ AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

&
>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran
Negara tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2473);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin
Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor-25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nom@ Tahun
1997 tentang Pengawasan dan Pengendah?o, Minuman
Beralkohol; Q;)

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun tentang Tata Cara
Pembentukan dan teknis Penyu&%han Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 200@?’00r 35 Seri D);

%

Peraturan Daerah Kabq@? Bandung Nomor 31 Tahun
2000 tentang Kebes&a , Keindahan, Ketertiban dan

Kesehatan Lingk (Lembaran Daerah Tahun 2000
Nomor 8, Seri @

Peraturan ah Kabupaten bandung Nomor 25 Tahun
2001 te Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata
(Lerrq%» Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri C).

Dengan persetujuan

KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Me@pkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN
PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
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Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, yang
selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bandung.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Sat Pol PP
adalah kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Q)

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau S tertentu
yang diberi wewenang khsus oleh Undang-undang untuk melak% enyidikan.

Kepala Kantor adalah Kepala kantor Sat Pol PP Kabupaten Bandung.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandun nol yang diproses
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhid ngan cara fermentasi
dan estilasi atau fermentasi tanpa destilasi, bai@gan cara memberikan
perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah han lain atu tidak, maupun
yang diproses dengan cara mencampur konse% dengan ethanol atau dengan
cara pengenceran minuman mengandung Etl@osg 4

Perdaran adalah penjualan dan penge@numan beralkohol.

Pelarangan adalah tindakan untu %9&11{ memperbolehkan atau memperkenankan
peredaran dan penggunaan mi n beralkohol.

minuman beralkohol.

. Penggunaan adalah ke‘g%t untuk memakai, mengkonsumsi atau menggunakan

X

Badan Hukum h suatu Bentuk Badan usaha meliputi Perseroan terbatas,
Perseroan K iter, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma,
Kongsi; erasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun,
Bent saha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

13.‘@nperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman keras yang mengandung
c

14.

15.

ohol dengan ijin dari Bupati.

Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman
beralkohol.

Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keangotaannya
terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.
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